Menimbang

Mengingat

serta  mempercepat penca[_)aiaﬂ
velopment Goals (MDG’S), Pemerintah
Program Jaminan Persalinan;

Millenium p,
menetﬂpkan

b

ple'l;]g‘::m dalarg rangka kelancaran pelaksanaan

i Jaminan Persalinan  tersebut, perlu
dg Ur Pemanfaatan Dang Jaminan Persalinan

Pada Puskesmag dj Kabupaten Kudus;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf g
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati; o i ’

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan :

[
1

Pemerin h3ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Indonegj, . Daerah (Lembaran Negara RepubliK
Mbar, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Sehagaim °8ara Republik Indonesia Nomor 4437),
ang t.elah dlubah beberapa kali terakhlr
ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Nomor 3, ;mbahan Kedua atas Undang-Undang
(Lembaran ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 59 3872 Republik Indonesia Tahun 2008

; ah ublik
Indone31a Nomor 4342?. Lembaran Negara Rep

Undang.

Sist:sg\]unqang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
RCPUbl'kamman Sosial Nasional (Lembaran Negara
Tamba;lan fdonesia  Tahun 2004 Nomor 150,
Nomor 4456); mbaran Negara Republik Indonesia

g:da?gﬁndang Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Reglgﬁ)?if anI Keuangan Daerah (Lembaran Negara
ndonesia T 140,

Tambahap 12 Tahun 2005 Nomor

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578)

’

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA
JAMINAN  PERSALINAN PADA  PUSKESMAS DI
KABUPATEN KUDUS.
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BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

: Pemeriksaan kehamilan, pe
persalj €
BerencZin’ Pelayanan nifas termasuk pelayanan *¢. paru
i 2 (KB) pasca persalinan dan pelayanan bay ! Jitas
kesehg’ang dilakukan oleh te naga kesehatan di fasnka
an, dengan tujuan untuk menurunkan Ang

Kemati .
an Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)-

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3
" 5(111:111 8 lingkup Jampersal dalam Peraturan Bupati 101
ah pelayanan persalinan pada Puskesmas.
(2) Sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah :
a. ibu hamil;
ibu bersalin;
ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)-

oo o

Pasal 4

Jenis pelayanan Jampersal, meliputi :

a. pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar
pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
dengan frekuensi 4 (empat) kali;

b. deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan
bayi baru lahir;
c. pertolongan persalinan normal;

d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau
penyulit pervaginam;

e. pelayanan nifas bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai
standar pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;

f  pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan
serta komplikasinya; dan

g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis
untuk ibu dan janin/bayinya.



BAB 1v

PFE
EMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Pasal 6

(1) Pem )
Berezi};ir;n Jasa pelayanan persalinan dan Keluaragrall
mekanisme lili?r)n di Puskesmas dilakukan deng

(2) J

di klaj :
ditetaprﬁ::.n ke Dinas Kesehatan sesuai besaran yang

Pasal 7

Bes. .
oran tarif pelayanan persalinan pada Puskesmas

sebagai .
ini galmana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupatl

Pasal 8

Sﬁu o Per Sahnan. tidak harus dalam paket (menyeluruh)

Apl dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya -
pemeriksaan kehamilan saja, persalinan saja, atau
pemeriksaan pasca persalinan saja.

Pasal 9

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jampersal dari
Puskesmas ke Dinas Kesehatan dilengkapi bukti :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sasaran yang

mendapat pelayanan Jampersal yang masih berlaku,
dan bagi peserta Jamkesmas dilengkapi dengan

fotocopy kartu Jamkesmas;

b. fotocopy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan atau
keterangan pelayanan lainnya pengganti buku
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandatangani ibu
hamil/bersalin dan petugas yang menangani;

partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan
penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;

dan/atau

d. fotocopy/tembusan surat
keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan

(ditandatangani oleh sasaran /keluarga).

rujukan,  termasuk
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Daerah
dapat
tentuan

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Hal-hal . . .
lanjut o %1 TP€Ngenai teknis pelaksanaannya diatur lebih

°h Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12
Peratur, A ) )
2013. an Bupati in mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
gfzr Zetiap orang mengetahuinya, memerintahkan
gundangan Peraturan Bupati ini dengan

Penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kudus.

‘ i Kudus A
I?:;izl; ajhOKT Degember 2012

'BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA
Diundangkan di Kudus
pada tanggal? € Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

’
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—____—-——__\
NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN °"'? NOMOR #°
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Pelayanan ibu nifas
dan bayi baru lahir

Pelayanan pra
rujukan pada
komplikaSi
kebidanan dan
neonatal

—’\\
4 kali |

1 kali

a. Pelayanan
penanganan
pendarahan
pasca
keguguran,

1 kali

persalinan per
vaginam dengan
tindakan
emergensi dasar.
' Pelayanan rawat
inap untuk
komplikasi
selama
kehamilan,
persalinan dan
nifas serta bayi

_\_\
100.000

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA
JAMINAN PERSALINAN PADA
PUSKESMAS DI KABUPATEN

KUDuUS

20.000

KETERANGAN

Mengikuti buku
pedoman Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA

" Besaran biaya

hanya untuk

pembayaran :

a. jasa medis;

b. akomodasi
pasien maksium
24 jam pasca
persalinan.

- Untuk obat-obatan

permintaan

diajukan ke Dinas

Kesehatan |

Mengikuti buku
pedoman Kesehatan

Ibu dan Anak (KIA) |

- Mengikuti buku
pedoman
Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA);

- Dibayarkan
apabila dilakukan
tindakan
stabilisasi pasien
pra rujukan.

650.000

- Hanya dilakukan
pada Puskesmas
PONED yang
mempunyai tenaga
yang berkompeten
serta fasilitas yang
menunjang;

- Biaya pelayanan
rawat inap sesuai
dengan ketentuan
tarif rawat inap
Puskesmas
PONED yang
berlaku.
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part lahir,
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-mn]) untuk bayi
paru lahir sakiy
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. Pelayanan
indakan pascy
persalinan
(misal: manual
plasenta)

KB pasca

pcrsalinan ]

a. jasa
pcmasangan alat
kontrasepsi (KB):
1) IUD dan

implant;
2) suntik.

b. penanganan
komplikasi KB

asca persalinan

Transport mjukaﬂ"

Qrtehti atas kepe narannya : 71 |
(——‘__—"'_—-___— :

No

b e

[ —

1

-

FRIEK U1y,

I knlj

I kalj

1 kalj

1 kali

'Sétia;’) kali
(PP

3 KEF

", letah
————

]abtﬂj‘n

1. | SEKDA
——
2. | ASISTRN SEKDA

e

e -

ALA DINAS/B, 041

\—-—-‘—-—-‘!--“
4, _KE;I'ALA EAGIAN /
_fﬁi-lTOR / BIDANG

TARI (1))

Seyun
“”“ Fawny
HIH,)
hllﬁkcu'n“”
])(5I‘i|w“'”“
yang
I)ﬂl‘]“k“

150.000

60.000
10.000

100.000

Besaran
biaya
transport
sesuai
dengan
Standar
Biaya
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Standar
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_| berlaku

N A 1

JUMELAH
(1)
Seaual tarf
rawt inap
Puskesrmng
perawatan

yungy,
berlaku

150,000

60.000
10.000

100.000

i

"I~ Biaya transport

KITEIAMC ihH

yis dilnkukan
Prashesrmnt

Hsin
puda
Perpwitian

Hany# dilskukan
oleh tenagh terlatib
(mcmpunyni surat
penugasan
kompetensi oleh
Kepala Dinas
Keschatan)

Termasuk jasa dan
penyediaan obat-
ohat komplikas!

rujukan adalah
biaya yang
dikeluarkan untuk
merujuk pasien;

- Biaya petugas dan
pendampingan
dibebankan
kepada Pemerintah
Daerah. 4
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